
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Di pidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak

pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materil), serta tidak ada alasan

pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan

tindak pidana harus mempunyai kesalahan (Chairul huda, 2006 : 74).

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka

terdakwa haruslah :

a. Melakukan perbuatan pidana
b. Mampu bertanggung jawab
c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
d. Tidak ada alasan pemaaf

(Roeslan Saleh, 1999 : 79).

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas

perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban

pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini

berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak

pidana (Roeslan Saleh, 1999 : 80).
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Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung

kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau

tidak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut

subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-

undang. Kenyataannya memastikan siapakah yang bersalah sesuai dengan proses

sistem peradilan pidana.

Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada

pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada

unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus

memenuhi unsur :

a. Perbuatan yang melawan hukum.

b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

(unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya

karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam

bahasa asing dikenal dengan Toerekeningsvatbaarheid dan terdakwa akan

dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.

(E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1999 : 250).

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut

hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya

kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang
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dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah

pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga

bidang, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan

perbuatannya :
a.  Perbuatan yang ada kesengajaan, atau

b.  Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati

3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

(Sudarto, 1997 : 91)

Terdapat tiga doktrin pertanggungjawaban, yaitu :

1. Pertanggungjawaban identifikasi, doktrin ini dipakai di Negara Anglo Saxon

dan sering disebut pertanggungjawaban pidana langsung.

2. Pertanggungjawaban Vicarious Liability, yaitu seseorang bertanggung jawab

atas perbuatan orang lain atau disebut pertanggungjawaban pengganti atau

pertanggungjawaban tidak langsung.

3. Pertanggungjawaban Strict Liability, yaitu pertanggungjawaban yang ketat

menurut undang-undang yang ditekankan pada unsur kesalahan,

pertanggungjawaban ini sering disebut pertanggungjawaban mutlak.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan

pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang

melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana.

Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas
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perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang

dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian

secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik

dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. (Roeslan Saleh, 1999 : 82).

Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan

perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan

dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum

tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah

dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Agar seseorang dapat

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung

jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak

melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh

masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan

kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang

mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti

dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Jika pelaksanaan peranan yang telah

berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula

dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang

menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.
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Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus

ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang

selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung

jawab pidana adalah akibat lebih lanjut  yang harus diterima/dibayar/ditanggung

oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak

langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur

tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka

kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara

yuridis.

Teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat

dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas

dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat

tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini (Wirjono

Prodjodikoro, 2003; 66).

2. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Wirjono Prodjodikoro.

2003; 67-68).
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3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu

kemungkinan belaka akan akibat itu (Wirjono Prodjodikoro, 2003; 69).

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang

yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang

menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan

matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau kurangan paling lama satu tahun.”

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak

mengadakan penduga-duga menurut semestinya.Dan yang kedua memperhatikan

syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa

saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya,

ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan

demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas

dua kemungkinan yaitu:
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a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin

timbul karena perbuatannya.

b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan

pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si

pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar

pembenar” (permisibilry) dan “dasar pemaaf” (ilegal execuse). Dengan adanya

salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu

perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh,

pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang

ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap

melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat

tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar

penghapus diluar KUHP yaitu : Hak mendidik orang tua wali terhadap

anaknya/guru terhadap muridnya dan Hak jabatan atau pekerjaan.

B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan

terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan

hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaaan bagi yang bersangkutan.
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a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya
berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong
pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.
(Yulies Tiena Masriani, 2004; 60)

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat

berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala

masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu,

pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

(Yulies Tiena Masriani, 2004; 60)

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang

terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti

kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup

dimasyarakat secara konkret (Tri Andrisman, 2009; 69).

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang

menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah Strafbaar

feit tersebut. Istilah het strabare feit sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa

Indonesia sebagai:

a. Delik (delict);

b. Peristiwa pidana, (E.Utresht);
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c. Perbuatan pidana, (Moeljatno)

d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;

e. hal yang diancam dengan hukum;

f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;

g. Tindak pidana, (Sudarto an diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang).

Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar

feit untuk menyebut tindak pidana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan istilah

manakah yang paling tepat?

Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana

sebagai berikut:

a. Simon menerangkan strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;

b. Van Hamel merumuskan sebagi berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan

orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”;

c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu

atura hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

(Moeljatno, 1987: 54);

d. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana
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untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

umum;

b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum. (Tri Andrisman, 2006 : 53-54).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu

kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum;

2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana

tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan

secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan

karena kelalaian;

3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab

dalam artian berfikiran waras;

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena

perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan.

karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun

unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat

perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan

atau aliran Dualistis. Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan

tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam

memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan
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pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-

unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan);

2. Diancam dengan pidana;

3. Melawan hukum;

4. Dilakukan dengan kesalahan;

5. Orang yang mampu bertanggung jawab.
(Sudarto, 1990: 40).

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis

merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);

2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai

konskuensi adanya asas legalitas);

3. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak

patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.

4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur

perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat

(Triandrisman, 2009: 81)

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang

dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut

antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu

secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang

lain. (Tri Andrisman, 2006: 53-54).
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Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.

Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan

kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku (pleger)

merupakan arti pembuat (dader) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu

sendiri merupakan bagian dari penyertaan menurut ajaran “equivalente” setiap

syarat bagi suatu akibat yang diperlukan dalam penyertaan, maka pengertian

pelaku atau pembuat akan diperluas dengan:

1. Pelaku (pleger)

adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan

delik, yang melakukan perbuatan adalah pelaku sempurna yaitu yang

melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan

dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi

perumusan tindak pidana. Menurut H.R tanggal 19 Desember 1910

(Moch.Anwar, 1981: 13) pelaku menurut undang-undang adalah seseorang

yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang, sedangkan

peradilan Indonesia memandang pelaku adalah orang yang menurut maksud

pembuat undang-undang harus dipandang bertanggungjawab.

2. Menyuruh melakukan (doenpleger)
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adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain

sedang itu hanya diumpamakan alat. Dengan demikian doenpleger ada dua

pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, pada doenpleger

terdapat unsur-unsur:

a. Alat yang dipakai adalah manusia;

b. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);

c. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan menyuruh melakukan adalah suatu penyertaan, dalam hal ini orang

yang telah benar-benar melakukan dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan

yang nyata oleh orang yang disuruh melakukan. Menurut MvT (Moch.

Anwar, 1981: 14) perbuatan menyuruh melakukan terdapat dalam hal tindak

pidana itu terjadi dengan perantaraan seorang manusia lain:

a. Yang dipergunakan sebagai alat dalam tangan pelaku;

b. Yang karena tanpa sepengetahuannnya terbawa dalam suatu keadaan atau

terbawa dalam suatu kekeliruan atau karena kekerasan, sehingga ia

menyerah untuk bertindak tanpa maksud ataupun kesalahan maupun tanpa

dapat diperhitungkan sebelumnya.

3. Yang turut serta (medepleger)

adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan

terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana ada

tiga kemungkinan:

a. Mereka masing-masing memenuhi unsur rumusan delik;
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b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik;

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik, tetapi mereka bersama-sama

mewujudkan delik itu.

Syarat untuk adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada

pelaksanaan bersama secara fisik. Noyon (Moch. Anwar, 1981: 23)

berpendapat bahwa turut serta melakukan bukanlah turut melakukan, juga

bukan bentuk pemberian bantuan, tetapi merupakan bentuk penyertaan yang

berdiri sendiri yang terletak diantara perbuatan melakukan dan perbuatan

pemberian bantuan.

4. Penganjur (uitlokker)

adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-

undang. Perbedaan antara penganjur dengan menyuruh melakukan yaitu:

a. Pada penganjuran orang yang digerakkannyadengan menggunakan sarana

untuk menggerakkannya tidak ditentukan;

b. Pada penganjuran pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan

sedangkan pada menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Termasuk dasar Pembenar Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat,

pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan

Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau fait d’excuse ini semua unsur tindak

pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi

hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan,
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atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf

adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (overmacht),

bela paksa, lampau batas (noodweerexes), perintah jabatan yang tidak sah

(Wirjono Prodjodikoro, 2003; 70).

C. Dasar Hukum Penggelapan sertifikat tanah orang lain

Sesuai dengan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah bahwa :

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat

2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik

atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 yaitu surat tanda

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan

data yuridis  yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang

bersangkutan.

Pemasalahan penggelapan sertifikat tanah orang lain yang dalam hal ini jabatan

pelaku merupakan istri sirih dari pemilik sebelumnya sertifikat tanah tersebut

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pasal 372 menyatakan:
”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan,
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dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak
enam puluh Rupiah”.

Pasal 374 menyatakan:
”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau
karena mendapat upah untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun”.

D. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto sebelum hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada
serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b) Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut
bersalah dan dapat dipidana.

c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
(Sudarto, 1986:74)

Menurut M.Rusli untuk menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana
hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu
pertimbangan yang didasarkan pada fakator faktor yang terungkap didalam
persidangan dan undang undang yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umun
b. Keterangan saksi
c. Keterangan terdakwa
d. Barang barang bukti
e. Pasal pasal dalam Undang undang tindak pidana

(Rusli Muhammad 2006:125)

Pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari

terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya

pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat

jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai

dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
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pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sertifikat tanah orang lain yang

melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian

khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus

mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan

sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 183 dan 184 ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang kecuali apabila sekurang kurangya dua alat bukti yang sah memeperoleh

kenyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukanya. Alat alat bukti yang sah adalah:

a) Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang

pengadilan.

b) Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau

menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .

c) Surat adalah dokumen atau lainya dalam bentuk resmi yang memuat

keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang

dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan

tersebut.

d) Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena

penyesuaianya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan

tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak

pidana  dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang

perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.


